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. UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh
rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek
kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan
dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur,
baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat
Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman,
bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh
daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu
diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan,
baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi
pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan
berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan,
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Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa
dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat
sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan
untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat
didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan
mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan
usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan
konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam
negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara
optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus
diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada
pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta
(ili) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup
sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan
sumber  daya lokal secara  optimal dilakukan dengan
Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam
negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan
ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga
Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan
pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi
Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan
pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan
yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan
Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses
Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi
Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan
terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan,
penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang
dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi
Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau
proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau
membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan
bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama
apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik
terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang Yyang
mengonsumsi Pangan tersebut.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai
setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan
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mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal,
keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang
diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan
ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat
dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan
bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang
Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan.
Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan
pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta
menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga
penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki
kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi
lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui
pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan,
penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan
penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan

pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran
penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan,
Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau

peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat
juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian
masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan
Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi
Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan,
pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan
Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan
penyidikan.

Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan
perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia,
seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum,
dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.
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Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi
kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir
maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan
tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang
di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh
dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada
tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang menjamin  peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua
warga negara.
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

No. 5360

Yang dimaksud dengan "masyarakat rawan Pangan” adalah
masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan
untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk
hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat
miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau
masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak
terjangkau akses Pangan.

Yang dimaksud dengan “masyarakat rawan Gizi” adalah
masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan
kesehatan atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini
pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan
manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam
siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu
hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan
lansia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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